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1.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21
avat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belamja Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan , Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara dean Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa perlu menetapkan Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa yvang Bersumber
darli Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari
Angpgaran Pendapatan dan Belanja Negara di
Kabupaten Lima Puluh Kota,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) :
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2. Undang-Undang Nomor |2 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

_Perundang-Undangan |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran MNegara Nomor 5387) schagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubshan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 123, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5539,
sebagaimana telah diubah dua kali, rerakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabhun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomar & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
MNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber
Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nemor 168, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan FPemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa/Nagari
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Rebuplik Indonesia Nomor 5694);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 teniang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

~ 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);

10. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Tekms Pengelolaan
Eeuangan Daerah (Berita NMegara Republik [ndonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendeftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau
Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

12, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penpgunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961):

13, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor I Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari
|Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kot
Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Daersh Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencena
Pembangunan Jangka Menegah Daersh Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten lea Puluh Kota Tahun 2021
Momor 3.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG
BERSUMEEERE DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kebupaten Lima
Puluh Kota.

3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masvarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyvarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diskui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan  MNagari adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang dildksanakan oleh Pemerintah Nagari
dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarken assl-usul
Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat
Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

8. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan loualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyvarakat Magari.

9. Pemberdayaan  Masyarakat Nagari adalah  upava
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, ‘emampuan, kesadaran, serta
memeanfaatkan sumber daya melalui. penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.

10, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari vang sclanjutnya
disebut APBMagari adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Nagari.

7



11.Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara wvang diperuntukkan bagi

Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

- pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdavaan
masyarakat.

12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari
atau  prakarsa masyarakat Nagari sesuai  dengan
perkembangan kehidupan masyarakar.

13.Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
MNagari yang telah dijalankan oleh Nagar atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Nagar atau vang muncul karena
perkembangan Nagari dan prakesa masyarakat Nagari.

14. Musyewareh Nagari atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari,
Pemerintah  Nagari, dan unsur masvarakat vang
diselenggarakan cleh Badan Permusyawaratan Nagari untul:
menycpakati hal yang bersifat strategis,

15. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut
BAMUS  adalah Lembags yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintehan Nagari
sebagal unsur penvelenggara Pemerintaban Nagari.

16. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnys disebur TPK
adalah Tim yang membantu pelaksana kegiatan angegaran
dalam pelaksanaan ' kegiatan pembangunan  dan
pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan kepiatan
pengadaan barang dan jasa vang karena sifar dan jenisnya
tidak dapat dilakukan sendir,

17, Prioritas Penggpunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

18. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan
kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagar maupun
keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjaci
di masa depan (visi Nagari),

19 Nagari Mandiri adalah - Nagari maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Nagari untuk
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-
besarnva kesejahteraan masyarakat Nagari dengan
ketahanan eckonomi, dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutan.
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20,

Magen Mgju adalah Negari yang memiliki potensi sumhber
daya sosial, ekonomi dan ekologi, szerta kemampuan
mengeloianva unmik peningkatan kesejahteéraan masyarakat

- MNagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulang

21.

22.

23

24

25.

26.

£7.

28

kemiskinarn.

Nagar: Berkembang adalah Magari potensial menjadi Nagari
Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi,
dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia dan menangpulangi kemiskinan,

Nagari Tertinggal sdalah Nagari yang memiliki potens
sumber dava sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau
kurang mengelolanya dalam’® wupaya  peningkatan
kesejahteraan masyarakat Nagari, lkualitas hidup manusia
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

MNagan Sangat Tertingpal adalah Nagari yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,
serta mengalami kemigkinan dalam berbagai bentuknya.

-Satu  Napari Satu Produk Unggulan adalah wupaya

membentulk, memperlouat den memperluas usaha-usaha
ekonomi yang difoluskan pada satu produk unggulan 4i
wilayah Nagari atau di wilayah antar-Nagari vang dikelola
melahii kerjasama antar Nagari.

Jarng HKomunitas Wira MNagari adalah suatu  upaya
mengarisutamakan penguatan kapasites dan kapabilitas
manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehinpgs
masyarakat Nagari menjadi subyek wvang berdaulat atas
pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandin.

Lumbung Ekonomi Nagar adalah upays mengoptmalkan
sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan Nagari.

Lingkar Budaya Nagari adalah proses pembangunan Nagari

sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, getong rovong

vang  berdasarkan pada  semangat  kebersamaan,
persaudarasn dan kesadaran melakukan perubahan dengan
berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

-Pendamping Dess adalah sebuah jabatan di bawah

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal .dan
Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-
Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan
keberdayaan masyaraleat di eebuah Nagari.
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30,

31.

d2.

28,

gt

33.

.Padat Karya Tunai adalah merupakan kegiatan

pemberdayaan masyvarakat marginal/miskin yang bersifat
produktl berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam,
tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurang
kemiskinan, meningkatkan pendapaten dan menurunkan
angka stunting.

Refocusing  adalah mengurangi  jumlah kegiatan
pembangunsn menjadi minimal 3 (tga) dan maksimal 5
{lima) kegiatan pembangunan Nagard, sehingga dipastikan
tertampung jumlsh 30% Dana Desa untuk kegiatan
pembangunan Nagari digunakan membiayal upah tenaga
ketja. .

Anak Kerdil (Stunting} adalah kondisi gagal tumbuh pada
anak Balita (bayi dibawah lima tahun] akibat dari
kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk
usianya,

Pelayanan (dzi adalah rangkaian kegatan untuk memenuhi
kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upays
pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan
yang dilakukan di masyarakat dan fasilitasi pelayanan
kesehatan.

Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat [DM
adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks
Hetahanan Ekologi Nagar.

Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan
aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Nagari.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut  oleh  Kementerian yvang  bertugas
pendampingan di tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten

dan Provinsi.
Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk
memberi acuan !

.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah  Kabupaten dalam  pemantauan, evaluasi,
pendampingan masyarakat Nagari, pembinaan dan fasilitasi
prioritas penggunaan Dana Desa; '

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Nagari
dalam mefasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Nagari
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Nagari; dan
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Pemerintah Nagari dalam menetapkan prioritas penggunasn
Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan

Nagari,
Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-
prinsip :

. Kebutuhan Priontas;
. Keadilan;

Kewenangan Nagar;

. Folous;
. Partisipatif;

Swakelola; dan
Berbasis sumber daya Nagari;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ;

=P I

(L)

(2]

(1)

- Prioritas pengeunaan Dana Desa;

. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
. Publikasi dan pelaporan; dan

. Pembinaan, pemantauan dan evaluas:,

BAB II
PRIORITAS PENGQUNAAN DANA DESA
Paszal 5

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan unmk membiayai
pelakzanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan
Nagari dan pemberdayaan masvarakat Nagari.

Prioritas penggunaan Dana Desa scbagaimana dimaksod
pada Ayat (1) harus memberikan manfeat sebesar-besarnyva
bagi masyarakat Nagari berupa

&, peningkatan kualitas hidup,;

b. peningkatan kesejahteraan;

c. penanggulangan kemiskinan; dan

d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Nagari.

Pasal 6

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a diutamakan untuk
membiayai peclaksanaan program dan kegiatan di bidang
pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masvarakat.
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(2] Peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari sebagoimana
dimalsud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untule

a. membiayei pelaksanaan program dan kKegiatan;
b, menciptakan lapangan kerja yvang berkelanjutan;
c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
dan- «
d. meningkatkan pendapatan asli Nagari.
i3] Penanggulangan kemiskinen seheagrimens dimaksud dalam
Pasal 5 Avat (2) huraf ¢ diutamakan antuk ;

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

¢, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan
padat larya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

d. menyediakan modal wusaha dan pelathan bagi
masyarakat Nagari yang menganggur; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (Stunfing).

(4] Peningkatan pelavanan publik sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 Avart (2) huruf d diuvtamakan untuk !

g. membiayai program bidang kesshatan;
b. pendidikan; dan
c. hidang sosial,

Pasal 7

Nagari vang  mendapatkan alokasi  afirmasi wajib
mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan
penanggulangan kemiskinan

Pasal 8

{1} Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 Ayat (1) meliputi :

&, Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan
kebutuhan: =
1. lingkungan pemuliman;

2. transportasi;
3. energl; dan
4_ informasi dan komunikasi,
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(2]

(1)

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharean sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan dan gizi mesyvarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sArana prasarans ckonomi  masyvarskat

Nagari meliputi:

1. usaha budidaya pertanian fon farm/off farm) dan/atau
perikanan untuk ketahanan' pangan;

2. usaha industri kecil dan atau industri rumahan, dan
pengolahan pasca panen; dan

3. usaha ekonomi tudidaya pertoanian fon farmSoff farm)
dan/atau perikanan berskala produkuf, distribusi dan
pemasaran yang difckuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk wunggulan Nagari dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarans prasarana lingkungen unmk

pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,;
2. penanganan bencana alam; dan
3, pelestarian lingkungan hidup.

pengadaan,  pembangunan, pengembangan, serta
pemeliharaan sarane dan prasarana sclain sebagaimana
dimaksud pada Ayar (1) dilakukan sesual dengan
kewenangan Napari dan diputuskan melalui musyvawarah
MNagari.

Pasal 9

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
huruf a meliputi:

8. pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan;
b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau
pernnampungan air kecil lainnya:
c. pembangunan dan pengembangan ssrana prasarana
clahraga Nagari; dan
A



(2]

[3)

(1)

{(2)

(3)

(1)

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Nagar dan /atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama.

Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf s,
harad b, dan huruf ¢ dapat menjadi layanan usaha vang
dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagan atau Badan Usaha
Milik Nagari Bersama,

Frogram peningkatan kesejahteraan masyarakat sclain
sebagsimana dimeksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai
dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui
Musyawsarah Nagari.

Pasal 10

Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat lkarya
tunal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruaf
o dilakukan secara swakelola oleh Nagar dengan
mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna,
inovasi, dan sumber daya manusia di Nagari.

Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memaniaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan
Nagari;

b. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari melalui
pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau
mingguan; dan

c. menciptakan lapangan kerja.

Pelaksanaan kegiatan padat karva tunai scbagaimana
dimnaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim
panen.

Pasal 11

Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Nagari

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4}, yaitu:

a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi
kronis {stunting); :

b. penuingkatan pola hidup bersih dan sehat: dan

¢. pencegahan kematian ibu dan analk.

A



(2] Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan
kebudayaan di Nagar sebagsimana dimaksud dalam Pasal
6 Avat (4], paling sedikit meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. penanganan anak usia seckolah yang tidak sekolah,
putus sckolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan

c. pepgembangan kebudayaan WNagari sesuai dengan
kearifan lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Nagari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & Ayat [4) vaim
perlindungan terhadap kelorhpok masyvarakat rentan
meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga
masvarakat herkebutuhan khosus,

BAR IIT

PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikouti
tahapan Musyawarah Nagari tentang percncansan

pembangunan Nagari yang menghasilkan dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

(2] Musyawarah Nagan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni wehun
anggaran berjalan.

Pasal 13

(1} Penetapan prioritas  penggunaan Dans Desa disusun

dengan mempedomani  perencansan  pembangunan
Nasional, Provins: dan Kabupaten.

(2] RKP Nagan scbagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)
disusun cleh Pemerintah Nagari sesuai dengan ;

a. arahan dan penjclasan tentang pagu indikatii alokasi
Nagari dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

b. program dan/atau kegiatan pembangunan Nagari yang
dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan /atau
AFBN yang akan dialokasikan ke Nagari.

A
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Pasal 14

Nagari dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa
- dibidang pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat
Nagari, mempertimbangkan Tipologs Nagari dan Tingkat
Perkembangan Nagari.

(£}

2}

(1)

()

(1]

(2]

el

(1)

at

Pasal 15

Tipologi Nagari dan Tingkat Perkembangan Nagari
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 didssarkan pada
DM, i

Data IDM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan
schagai acuan Pemerintah Nagari untuk menetapkan
prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

Penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan
prosedur perencanaan pembangunan Nagari vang
dilaksanakan berdasarkan Kewenangan Nagari.
Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdiri dari :

A, Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul; dan

b. Kewenangan lokal berskala Nagari.

Pagal 17

Prionitas penggunaan Dana Desa wajib dibshas dan
discpakati melalui Musyawarah

Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan
Dana Desa yang dituangkan dalam berita scars,

Berita acara sebagaimana dimaksud pada Avat (2) menjadi
pedoman Pemerintah Nagari dalam penyusunan RKP
ﬂagaril

BAB IV

PUBLIKABI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 18 |
Hasil kesepakatan Musyawarah Nagari sehagaimana
dimaksud pads Pasal 17 wajib dipublikasikan oleh
Pemerintah Nagari di ruang publik yang dapat diakses cleh
masyarakat Nagari.

A 7
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(2] Tata cara dan sarana publikasi sebagaimana dimaksud

(3}

()

(1]

(2)

i3

(4}

(S}

[1}

pada ayat (1) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada Avat (1) dilakukan secara swakelola dan
partizipatif.

Dalam, hal Pemerintah Nagarn tidak mempubliliasilkan
prioritas  penggunaan Dana Desa di roang  publk
sebagaimana dimaksud pada Avat (1), Bamus memberikan
sankst administratif berupa tepuran lisan dan/atan
tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Baglan Kedua
Pelaporan
Pasal 19

Wali Nagari wajib menvampaikan laporan penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

Laporan penetapan prioritas penggunsan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mermusEt ©

a. Berita acara heasil kesepakatan tentang prioritas
pengpunaan Dane Desa; dan

b, Daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat

disampaikan dalam bentuk dokumen digital mengpunakan

aplikasi daring berbasis clekironik melalui  Sistim

Informasi Pembangunan Desa.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/relkapitulas;
penctapan prioritas penggunaan Dana Desa disertal
dengan softcopy kertas kerja berdasarkan APB Nagari
kepads Meanteri Cgq. Unit organisasi vang menangani
Bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

Wali Nagari vang tidak melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenal sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan perdturan perundang-undangan.

Pasal 20

Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Avat (2] disusun
sesual dengan format tercantum dalam lampiran 11 yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/ 14



(2] Penyusunan laporan penctapan prioritas penggunasn
Dana Desa  sebagaimana dimaksud padas avat (1)
difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

' (3] Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilaloulean paling lambat 3 [Hga) bulan serelah
penetapan prioritas pengpunaan Dana Desa,

(4] Unit orgenisasi yang menangani Bidang pembangunan dan
Pemberdayaan Masyvarakat Desa mengolah dan
mengevaluasl laporan penetapan prioritas peénggunaan
Dana Desa.

BABV

PEMBINAAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pembinaan, pemantsuan, evaluasi
dan sertifikesi prioritas pengpunean Dana Desa secara
berjenjang,

(2} Pembinaan, pemantauvan, evaluasi dan  sertifikasi
prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat
Daerah dan/ atau Camat.

(3} Pembinaan, pemantauan, evaluasi sertifikasi prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
Ayat (2] dibantu dleh Tenaga Pendamping Profesional,
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(4} Hasil pembinaan, pemantauan, evaluasi dan sertifikasi
schagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan penilaian
oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan
kepada Bupati dan Menteri melalul sidm pelaporan
sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAE V1
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 22

(1} Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan
prioritas penggunaan Dana Desa.
A s



[2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ¢ara |

B menyvempailan pengaduan miasalah prioritas
pengglinaan Dara Desa,

b. melelkukan pendampingan Nagari dalam menctapkan
prioritags penggunaan Dang Desa sesual dengan
]-Letez_}_[_uan peraturan perundang-undangan; dan atau

. meiakukan publikasi penecrapan prioritas pengpunaan
Dana Desa.

(3] Pengaduan sebagaimana dimaksud pads Avat (2) huruf a dapat
dilakukan melalui :

a. Badan Permusyawaratan Nagari; dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID] pada
kementrian Desa, Pembangunan Daérah Tertinggal dengan
alamat pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian vang tidal
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4] Penanganan pengaduan sebagaimeana dimaksud pada Avat (3)
dapat diselesaikan dengan cara |

a. Musyawarah yang difasilitasi Badan Permusyawaratan
MNagari; dan
b. Berjenjang mulai dari :
1) Pemerintah Nagari;
2] Pemerintah Daerah Kabupaten;
3] Pemerintah Daerah Provinsi:
4) Pemerintah.
(5] Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undengan.

BAE VII

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN NAGARI
DARI DANA DESA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 23
(1) Sekretaris Nagari selaku koordinator kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dilaksanakan

oleh Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran
dan atau Tim yang melaksanakan kecgiatan pengadaan

barang dan/ Jasa.
/ﬂ/ 16



(2l

Peleksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masvarakat nagari sebapaimana dimaksud pada Ayat (1)
merupakan kepiatan yang menjadi kewenangan nagari

- berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal Nagari.

{3)

(4

(1)

(2)

(3]

(4
(3]

(5]

(7

{8)

Pelaksanaan pembangunan dan pemberdavaan masyarakat
nagari berdasarkan hal asal usul dan berskala lokal Nagari
sebagaimana dmmaksud pada Awat (2], dikelola melalui
awal{elﬂlaﬂ’hagaﬂ, keriasama antar Nagari dan/ataw kerja
sama Nagan dengan pihak ketiga,/penyedia barang dan jasa.

Wali Nagari mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan dan pembedayaan masyarakat nagari

secbagaimana dimaksud pada Ayat (1] terhitung sejak
diterbitkannyva APB Nagari.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Nagari di BUMNag
Pasal 24

Nagari dapat mengalokasikan Penyertaan Modal Nagari
melalui BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari.

Penyertaan Modal Nagan digunakan untuls |

a. Pengembangan kegiatan usaha BUMNag;
b. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan
kapagiras usaha; dan atau

c. Penugasan Nagari kepada BUMNag untuk melaksanakan
kegiatan tertentu.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
merupakan keksyaan Nagari vyang dipisahkan vang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayvaan APB Nagari,

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada avar (2) dalam
bentuk uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan.

F‘!:ET]}'EI'tEﬂ_n modal sebagaimena dimaksud pada ayat (2)
dibahas dan diputuskan dalam Mugvawarah Nagari.

Penyertaan modal pada BUMNag melalui proses analiza
kelayakan usaha sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Dokumen Analisa Kelayakan Usaha digambarkan dalam
bentuk Proposal Usaha atau Bisnis Plan.

Indikator Penyertaan Modal Nagari vang dapat disertakan
kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada Avat (4), yairu
a. Aspek Pasar dan Pemasaran

b. Aspek Teknis dan Teknologi

¢ Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

/ﬁ/l?



(5]

{10}

(11}

(12]

(1)

d. Aspek Keuangan
e. Aspek Sosial Budaya, Ekonomi, Politik Dan Lingkungan
Usaha Dan Lingkungan Hidup

f. Aspek Huloum (Yuridis),

Fancduan dan pedoman Indikator kelayakan wussaha
schagaimana dimeksud pada ayai (7) sebapaimana format
terlampir yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
Peraturan Bupati ini.

i

Penyertaan Modal sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang Penyertaan
Modal,

Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat {9) paling
sedikit memuat ¢ '

4. Maksud dan Tujuan penyertaan Modal

b. Bentuk Penyertaan modal

¢, Besarnya Penyertaan Modal

d, Pembagian Keuntungan BUMNag; dan

¢, Pengendalian dan Pengawasan
Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dituangkan dalam APB Nagari pada kelompok pendapatan
lain-lain dan pada kelompok pembisyaan sebagal penyertaan
modal Nagari.

Pasal 25

Penyertaan modal BUMNag vang telah dituangkan dalam APR

Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat

dicairkan/disalurkan setelah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

@, surat permohonan pencairan dana penyertasn modal dari
BUMNag ke Pemnerintah Nagari;

b. proposal (bisnis plan) kegiatan usaha BUMNag dan
rencana anggaran biays:

c. pakta integritas;

d. naskah perjanjian penggunaan modal usahs BUMMNag;

e, berita acara musyawarah;

f. peraturan Nagari tentang Penyertaan modal BUMNag;

E. berita acara penyaluran penyertsan modal BUMNag;

h. peraturan Nagari dan berita acara pendirian  tentang
EUMNag; .

L keputusan Wali Nagerl tentang Organisasi BUMNag;

J. - AD/ART;

k. foto copy Rekening BUMNag; dan

L.

fotokopi KTP pengurus dan/atau tanda pengenal lainnya.
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(2) Pencairan atau penyvaluran, penyertaan Modal BUMNag
melalui pemindah bukuan dan Rekening Kas Nagarn ke
Rekening Kas BUMNag setelah memenuhi keténfusn dan

. memenuhi syarat scbagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Bagian Ketiga
Tahapan
Paragraf 1
Tnhnpnn Persiapan Pelaksanaan Hegiatan
Pasal 26

Tahapan persiapan meliputi:

Penetapan pelaksana kegiatars
Penyusunan rencana kerja,

Somalisas) rencana pelaksanaan kegiatan;
Pembekalan Pelaksana Kegiatan;
Penviapan dolkumen administrasi,
Pengadaan Tenaga kerja; dan

Penpgadaar; Bahan/Material.

L R

Paragral 2
Panetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 27

(1} Wali Nagari menetapkan pelaksana kegiatan anggaren dan
Timn Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Wali Nagari.

(2] Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada
Avat (1) adalah Kaur dan Kasi, kecuali Kaur Keuangan.

(3] Kaur dan Kasi scbagaimana dimaksud pada ayat [2)
mempunyai tugas ;

a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang nugasnyva;

o. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

<. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen
Perubaban Pelaksanasn Anggaran, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada
dalam bidang tugasnva; dan

f, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesual bidang
NE'I.J.EEI.EJ.:.I.]FE. untuk pertanggungiawaban pelaksanaan APB

agari.
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(1}
(2

Paragraf 3
Tim Pelaksana Kegiatan
Pasal 28

Kaur dan Kasi kecuali Kaur Keuangan dalam melaksanakan
gasnya dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Daftar usulan calon TPK disusun oleh Tim penyusun REKP
Nagari segnai jenis rencana kepiatan pada saat musyawarah
nagar.

(3} Apabila Daftar Calon TPK schagaimana dimaksud pada Avat

(]

1=
(&

(7]

(8)

(3] belum ditctapkan dalam Musyawarah Nagari maka dapat
dilaksanakan Musyawarah Nagar khusus untuk menyusun
Daftar Calon TPK wvang dituangkan dalam Berita Acara
Musyawarah Nagari sebelum Musrenbang Nagari;

Keanggotaan TPK terdiri dan unsur Perangkat Nagari,
Lembaga Kemasyarakaten Nagari dan/atau  masvarakat

Nagari yang terdiri dari :

B kKeius;
h. gekretaris; dan
€.  Anggota.

Perangkat nagar sebagaimana dimaksud Avat (5 adalah

Perangkat Kewilavahan /Kepala Jorong.

TPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mengikutsertakan

perempuan dalam kepengurusan.

Svarat-syarat menjadi TPK vaitu;

Bersedia menjadi anpgota TPK;

Cakap dan mampu serta mempunyat integritas tngei;

Berdomisili di Nagati yang bersanghkutan;

Mempunyal wakm yang cukup untuk melaksanakan

kegiatan;

e. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan
pengadilan vang telah mempunvai kekuatan hukum
tetap; dan

[, Diutamaken bagi vang telah berpengalaman dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

D'i.ﬂamz_:ing melaksanakan tugas sebagai Ksur dan Kasi

sebagaimana Pasal 27 Ayat (3), Pelaksana Kepiatan

Anggaran dan/atau TPK mempunyai Tugas :

a. Melakukan survey dan membuat peta lokasi:

b. Melakukan survey harga bahan,/material:

c. Menyusun daftar hargs bahan /marerial;
Dalam menyusun daftar harga saman bahan/upah
sudah memperhitungkan harga transportasi (kendaraan
bermetor), dan pajak. Untuk upah angkut/lansir (tenaga

/&/ 20
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{9

k= 1

Gl

B

manusial jika dibutuhkan maka dianggarkan tersendir
dalam kolom upah,

Menyiapkan desain gambar teknis;

Menghitung valume pekerjaan;

Membuat daftar kebutuhan bahan/material dan Jumlah
Tenaga kerja;

Menyusun rencana anggaran biaya;

Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Melaksanakan proses pengadean barang/jasa (jika
dibutuhkan);

Menghimpun dan memanfaatkan swadaya masyarakat,
sumbangan pihak ketiga dan tenaga unsur masyarakart;
Mengawasi pelaksanaan peleerjaan;

Membuat laporan kemajuan pekerjazn;

Membuat pertanggungiawsban  kegiatan  termasuk
laporan akhir.

Dalam hal pelaksanaan tugas TPE sebagaimana dimalksud
pada Ayat (9] dapat dibantu oleh Perangkat Daerah, Tenaga
Predesional dan  dikonsultasikan  dengan  Tenaga
Pendamping Profesional untuk mendapatkan masukan dan
saran teknis.

{10} Wali Nagar dapat mengganti TPK, apabila -

(1

(2)
(3}

(4)

a. Mengundurkn diri;
b. Meninggal dunia; dan
¢. Dikenakan sanksi pidana.

Pasal 29

TPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab
kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran
atau Kaur dan Kasi.

TPK berhak menerima honerarium kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya
aperasional.

Biaya operasional TPK digunakan untule

Biaya Alat Tulis KEantor;

Belanja cetak dan Penggandaan;

Biaya rapat TPK; .

Penggantian Uang Transport;

Pembuatan Desain Gambar dan RAB (maks 1 S% X
Belanja Modal + Belanja Barang dan Jaga);

Papan Kegiatan:

Prasasti;

. Honorarium.

cpoDoD
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13)

|1}
12

(3}

Besaran honorarium dan biaya operasional kegiatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran | yang merupakan
bapgian ddak terpisahksn dan satu kesatuan yang utuh
dengan Persturan Bupati ind.

Paragraf 4
Swakelola
- FPasal 30

Pembangunan Nagari melalui swakelnla dilaksanakan oleh
Kaur dan Kasi;

Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan model Padat
Karya Tunai feash for work); dan

Wall Nagari menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran
dan/atau TPK untuk masing-masing kegiatan dengan
Keputusan Wali Nagari.

Pasal 31

Padat Karya Tunei {Cash for werk) dalam kegiatan Dana Desa
bertujuan untuk penciptasn kesempeatan kerja di Nagari dan
peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi masvaralat,

Prinsip Padat Karya Tunai Desa
Pasal 32

Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa di Nagari :
[ 1jInklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di
Magari perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat
dengan mempertimbangkan aspeck tenaga kerja (penganggur,
setengah penganggur dan masvarakat marginal / miskinj,
kondisi geografis, =sosial, budaya dan ekonomi serts
mempertahankan daya dukung  dan kescimbangan
lingkungan.

(2] Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karva Tunai di Negari
berdasarkan asas “Dari, Oleh dan untuk Masyvarakat".
Pemerintah berperan sebagai fasilitator vang mendampingi
pemerintah Nagari, BAMUS dan masyarakat Nagari untuk
melaksanakan pembangunan MNagar secars partisipatil. dan
gotong royong.
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{3 Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilakukan
dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel
baik secara morsl, teknis, Iegal maupun administratif kepada
‘semua pihak.

(%) Efekiif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari harus memiliki dampak
positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masvarakat, dan
pertumbuhan perekonomian.

(3)Swadaya

Eegiatan Padat Karya Tunai di Nagar dilaksanakan dengan
mendoreng adanya sumbangan dana, tcnaga, material, dan

aset bergerak dan/atau tidak bergetak dari Masyaralkar yvang
berkecukupan.

(6)Prioritas
Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagan dilaksanakan dengan
mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat
Nagari vang berdampak pada terciptanya lapangan kerja,
teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya wargs miskin.

(T)Swakelala
Kegiatan Padatr Karya Tunai di Nagar dilaksanakan secars
mandiri olch Nagari dengan mendayagunakan tenaga lerja,
bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana vang
ada di Nagari,

(BjKeberianjutan
Kegintan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan dengan
memastikan adanya ° rencana pengelojasn dalam
pemanfaatannys, pemelihargan, perawatan dan
pelestariannya.

(9}Musyawarah
Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagani dibahas dan disepakati
dalam musyawarah Nagari yang disclenggarakan berdasarkan
asas kesamaan dan keseteraan bagi setiap pesertu
musyawarah Nagari melalui hak bicara, hak berpendapat dan
hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

(10} Berbasis Kewenangan Lokal

Kegiatan Padat Karye Tunai di Nagari vang pembiayaannya
bersumber dari APB Nagari harus menjadi bagian dari Daftar
Kewenangan Nagsrd berdasarkan Hak Asal Usul dan
kewenangan Lokal Berskala Nagari.

yar



(11} Upah Tenaga Kerja

(1)

(2]

(3]
(#

(1]

(2}

(31

(4]

Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentulan
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Nagari dengan
mengacu pada Peraturan Bupati. Adapun Batas astas Upah

- lenaga kerja dibaweh upah minimum Provinsi,

Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai Desa
- Pasal 33

Pelaksansan kegiatan Pada: Karys Tunal Desa di Nagarl
bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya
pengadaan barang/jasa sebahagian oleh penyedia sesuai
peraturan perundang undangan.

Mengutamakan penggunasn  tenaga kerja dan
material/bahan baku yang beérasal dari Nagard setempat,
schingga bisa menyerap tenags keria dan memberikan
pendapatan bagi warga nagari yang terlibat di kegiatan
Padat Karva Tunai.

Upah kerja diberikan langsung kepada warga Nagari yang
terlibat kegiatan Padat Karya Tunai.

Upah kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan secars
harian, namun apabila tdak dimungkinkan diberikan secara
mingguan.

Kebijakan Penggunaan Dana Desa
Untuk Padat Karya Tunai Desa
Pasal 34
Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan
infrastruktur bidang pembangunan Nagari paling sedikit 50%
(lima puluh persen] wajib digunaken untuk membayar upah
tenaga kerja di Juar biaya operasional dalam rangka
menciptakan lapangan kerja di Nagari.
Setiap Nagari penerima Dana Desa wajib melaksanakan
kebijakan 50% dar keseluruhan alokasi kegiatan infrastrukeur
bidang pembangunan Nagari digunakan untuk upah pekerja
atau membiayai hari orang kerja (HOK).
Dalam hal APB Nagari sudah memuat kebijakan penggunaan
Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Nagari paling sedikit
S0% (lima puluh persen) wajib digunakan untuk membayar
upah masyarakat, maka Nagari melanjutkan pelaksanaan
Legiatan pembangunan Nagari secara swakelola dengan
mendayagunakan sumberdaya di Nagari.
Dalam hal APE Nagari belum memuat kebijakan penggunaan
Dana Desa untuk kegiatan permbangunan nagari paling sedikit
o0 (lima puluh persen) wajib diguniakan untuk membayar
upah masyarakat, maka Nagad melakukan revisi RAB dengan
memaksimalkan item pekerfaan kemudian di ikuti dengan
merevisi dokumen APB Nagari,
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|1

{2}

(1)

(2)

Untuk menyvesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 50 %

dengan melakukan refocusing kegiatan pembangunan serta
menyusun proposal kegiatan, RAB dan desain teknis kegiatan.

Perhitungan 50%
Pembayaran Harl Orang Kerja
Pasal 35

Penggunaany Dana Desa sebesar 50% dari biaya kegiatan
infrastruktur Bidang pembangunan Nagar digunakan untuk
mermbayar upah masyvarakat, dihitung dengan ketentuan
sebagzal berikut:

a, jumiah 50% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumilah
Dana Desa yvang digunakan untuk membiavai kepiatan
infrastrukiur Bidang pembangunan Nagari;

b.jumiah 50% unmuk pembayvaran HOEKE mencakup
pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan
material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan,
dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Bidang kegiatan
pembangunan;

e. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli,
pembantu tenags kerja ahli serta tenaga masyarakat
Nagar setempatl vang ditetapkan sebagei sasaran Padat
Karya Tunai di Nagari; dan

d. besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas
bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan
berdasarkan hasil kesepakatan musyaswarah Nagari
dengan mengacu pada peraturan Bupati tentang besaran
upah tenaga kerja {Hari Orang Kerja/ HOK),

Wali Nagari menyampaikan Laporan Padat Karya Tunai
kepada Bupati melalui Camat schagaimana format pada

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penyedia Barang dan Jasa
Pasal 36

Sub kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan metalui
swakelola dapat dilakukan melalui penyedia barang dan jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa
di Nagari mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan
tentang Tatae Cara Pengadaan Barang dan Jasa di
Desa/Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari,

V.



Paragraf &6
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 37

(1) Pelaksana kegiatan dan atau TPE melakukan penviapan

" dokumen administrasi Rencana kerja/kegiatan.

(2] Pelaksana kegiatan dan atau TPK sebapaimana dimaksud
pada Avat (1) dalam melakukan penyiapan berkoordinasi
dengan Wadi Nagari.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud padas avat (1), memuat
antara laim:

uraian kegatan;

biaya;

waktu pelaksanaan;

lokasi;

kelompok sasaran;

tenaga kerja; dan

. daftar pelaksana kegiatan,

(4) Rencana kerje sebagerimana dimsksud pada avar (1),

dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan
denigan Keputusan Wal: Nagari.

@ moan g

Fasal 38

(1) Rencana Kerja yang didanai dari Dana Dess sebagaimana
dimiaksud Pasal 37 Ayat (1) harus merupakan 1 {satu) usulan
kegiatan yasng terdiri dari kegiatan pembangunan dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(2] Setiap usulan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja
scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus merupakan 1
(satu] jenis kegiatan/saitu paket kegilatan yang secara
langeung saling berkaitan.

Paragraf 7
Pembekalan Pelaksana Hegiatan

Pasal 39
(1) Pemerintah Nagari melaksanakan pembekalan pelaksans
kegiatan di Nagari. :
(2] Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada Avat
(1) dilakukan dengan bimbingan teknis.
(3) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada Awat
(2] adalah Tim Pelaksans Kegiatan (TPK).
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Pasal 40

Dana Desa dilarang digunakan untuk !

a.
. lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja

[ 3

(1)
(2)

(3)

membiayai 1 (satu| kegiatan yvang didanail dari 2 (dua) atau

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinst/ Kabupaten, dan lain-lain sumber vang sah tidak

mengikat;

. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi

perumahan yang dibangun cleh swasta/developer, kecuali
sudah diserahkan kepada Nagari;

. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan

atau kelompok/golongan dan kegiatan palitik;

. kegiatan yang dapat merusak ingkungan hidup; dan
. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

Paragraf B
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pagal 41
TPK meclakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

TPK schagaimana dimaksud pada Avat (1) dalam melakukan
penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Wali Nagari.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekurang-kurangnya meliput:

a. dokumen RKP Napar] beserta lampiran;

o.dokumen APB Nagari;

¢c. dokumen administrasi.-keuangan;

d.dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan
dilalkukan;

c. deftar masyarakat penerima manfaat;

{. permyataan kesanggupan pelaksana kegistan
menyelesaikan pekerjaan oleh TPK;

B. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari
warga masyarakel kepada Nageri atas lahan/tansh yang
menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan

. pembangunan Nagari;

h.penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyatrakat unfuk tidak meminta ganti rugl atas bangunan
pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Nagari,



Paragraf 9
Tenaga Kerja dan Bahan/Material
Pagal 42

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari mengutamakan
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdava alam yang
ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat.

-

Pasal 43

(1) Tim Pelaksana Kegiatan mendayagunakan sumberdaya
manusia yang ada di Nagar sekurang-kurangnyva melakukan
kegiatan :

&. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. pendaftaran calon tenaga kerja;

¢, pembagian jadwal kerja; dan

d. pembayaran upah dan/atau honor.

(2] Besaran upah dan/atau honor scbagaimana dimaksud pada
Avat (1) huruf d, sesuai dengan perhitungan besaran upah
dan/atau honor yang ditetapkan dalam APB Nagari.

Paz==al 44

(1} Tim Pelaksana Kegiatan mendayagunakan sumber daya alam
vang ada di Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
@ pendatasn kebutuhan material/bahan vang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Nagari:
dan
c. menentukan cara perigadaan material/bahan,

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) sesuai dengan perhitungan harpa vang ditctapkan
dalam APB Nagari.

Paszal 45

(1) TFK mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:

8. penghimpunan dan  pencatatan dana  swadaya
masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga
sukarela dari unsur masyaralat;

b. pendataan sumbangsn masyarakat Nagari dan/atau
pihak ketiga yang berbentuk barang;

. Enldataan hibah dari masyarakat Nagari dan/atay pihak

tiga; :

d. pembentukan kelompok tenaga kenja sukarela; dan

€. penctapan jadwal kerja.
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{2} Jemis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarcla
schagaimana dimaksud pada Avat (1), sckurang-kurangnyva
aesyial dengan rencana vang tercantum di dalam RKP MNagar
vang ditetapkan dalam APB Nagan.

Pasal 46

{11 Wali Negari menjamin pelaksanasan swadaya dan gotong
royong mesyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
Avat (1) sekurang-kurangnya mengadministrasikan dolumen

a. pernyataan pemberian hibah dari wargs masyvaralat
Nagari dan/atau pihak hketiga kepada Nagan atas
lahan/tanah vang menjadi aset Nagari sebagal dampak
kegiatan pembangunan Nagari dan ditkut dengan proses
pembuatan akta hibah oleh Wali Nagari;

b. pernyataan kesanggupan dan werga mesyarakat Nagari
dan/atau pithak ketiga untuk tidak meminta ganti rug
atas bangunan pribad: dan/stau tanaman vang terkena
dempak kegiatan pembangunan Nagari.

(2} Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
huruf a dilalkukan melalui APE Nagari.

Pasal 47

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa
merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset
lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau ftanaman vang
terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari,

Bagian Eeempat
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum
Fagal 43

Wali Nagari mengkoordinasikan tahapan pelaksanasn kegiatan
vang sekurang-kurangnya meliputi:

- rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

- pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari;

. perubahan pelaksanaan kegiatan;

- pengeloiaan pengaduan dad penyelesaian masalah:
penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
musyawarah peclaksanaan kegiatan Nagari dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan: dan

g. pemanfaatan hasil kegiatan.
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Paragraf 3
Rapat Kerja Pelaksana Hegiatan
Pasal 49

Wali Nagari menyelenggarakan rapat kerja pelaksansan
kegiatan dalam rangka pembahasan teniang perkembangan
pelaksanaan kepiatan.

Rapat kerja scbageimana dimeksud pads avat (1),
dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertangpung-
jawaban Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 50

Rapat kerja sebapaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1),
imermbahes antare lain:

a. perkemhangan pelaksanaan kegiatan:

b. pengaduan masyarakat:

e, masgalah, kendala dan hambatan;

d. target kegiatan pada tahapan selanjurnya; dan
&. perubahan kegiatan.

Wah Nagari dapat menambahkan agenda pembahasan rapat
kegiaten scbagaimana dimaksud pada Ayat (1), sesuai

dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang
ada di Nagari.

hﬁ;ﬂ;{ 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Nagari
Pasal 51

Wali Nagari mengkoordinasikan pemeriksaan tahap
perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur
Nagari,

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat
dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur sesuai dengan dokumen REP Nagari.
Ketentuan penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku. .
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Pasal 52

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian
dan/atau seluruh hasil pelaksansan kegiatan pembangunan

infrastruktur Nagari.

(2

[2)

4]

{h

(2]

Pemerksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dilakukan dalam 3 (tga) tahap meliputy

a. tahap .pertama’ penilaian dan pemenksaan terhadap
40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap B0%
[delapan puluh per serarus) dari keseluruhen target
kegiaran; dan

¢, tahap ketiga: penilaian dan pem&ftksaan rterhadap 100%
(seratus per seratus) dar keseluruhan marget kegiatan,

Pemeriksa melaporkan kepada Wali Nagart perihal hasil
pemcriksann pada setiap tahapan sebagaimans dimaksud
pada ayat {2].

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
avat {3) menjadi bahan pengendalian pelaksanasn kegiatan
oleh Wali Nagari.

FParagral 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

dan Ruang Lingkup Pekerjaan
Pasal 53

Wali MNagari menetapkan keputusan tentang kejadian

khusus wvang berdampak pada perubahan pelaksansan

kegiatan pembangunan di Nagari dalam pembangunan

Nagar dalam hal terjadi :

@, kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi  peristiwa  khusus seperti bencana alam
kebakaran, banjir dan fatau kerusuhan sosial,

Apabila diperlukan secara teknis, Wali Nagari dapat

memerintahlkan secara tertulis  kepads TPK  untuk
melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan vang
meliputi:

d. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

b.  Mengubah spesifikasi teknis; dan

c. Pelaksanaan pekerjaaan tambah/ kurang,
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(3] Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagamimana
dimaksud pada Ayat {3] TPE menvampaikan pengajuan
secara terfulis dilengkapi dengan disain RAB revisi kepada

. Wali Negari.

(4] Penetapan sebagaimana dimaksud pads ayat (3] dengan

Kepurisan Wali Nagari.

Pasal 54
{1} Wali Nagari mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan
kegiatan pckerjaan pembangunan di Nager sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 53.
(2) Perubahan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
Avat (1], dilaltukan dengan ketentuan:

a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan vang ditetapkan
dalam APB Nagari dilalukan melalui:
1. swadaya masyvarakat,
2. bantuan pihek ketiga, dan fatan
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
b. Tidak menggenti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam
APB Nagarn; dan
g, Tidak melanjutkan |kegiatan sampai perubahan
pelaksanaan kegiatan dan atou ruang lingkup pekerjaan
disetujui oleh Wali Nagari.
(3} Wali Napgari menghentikan proses pelaksanaan keglatan
dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Avat (2]

Pasal 55

(1] Wali Nagari memimpin rapat Kera untuk membehas dan
menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau
ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54.

{2} Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Avat (1),
‘dituangkan dalam berita acara,

{3) Berita acara sebagaimana dimeksud pada Avat (2) dilampiri
perubahan gambar Nagari dan perubahan rencana anggaran
biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan

dan atau ruang lingkup pekerjaan di bidang pemhang-l.man
infrastruktur Nagari.

(4) Berita acara sebapaimana dimaksud pada Avat (3], menjaci
dasar bagi Wali MNagari menctapkan  perubahan
pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan.



(3] Perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4] ditetapkan
dengan Kepurusan Wall Nagari.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan
Penyelesaian Masalah
Pasal 5&

-
{1] Wali MNagari mengoordinasikan penanganan pengaduan
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaltsanaan
kegatan pembangunan Nagari.

(2) Penanganan pengaduan masyarakal yang bersumber dari
Dana Desa dilakulean oleh Unit Pengaduan dan Penanganan
Masalah,

(2] Unit sebagaimana dimeksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari.

(4] Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebapgeimana dimaksud pada ayat (2), selurang-
kurangnya meliputi kegiatan:

8. Pencrimaan pengaduan melalui  Laporan secara
Lisan/Tertulis, SMS8, Email, mass media, Laporan Audit,
Laporan Supervisi dan lain lain.

b. Semua Pengaduan Tercetat dalam buku Register yvang
berisi informasi |
1) Nomor .

2) Tengga! penerimaan pengaduan

3) Nama Pelapor

4] Nema Orang/Instansi vang dilaporkan

5) Isi Pengaduan

6) Lokasi kejadian

7] Waktu Kejadian

8} Bumber laporan (Laporan langsung dari masvaralkat,
8MS, Telepen, Surat Kabar, Laporan Supervisi,
Laporan Audit.

9) Hal yang dilaporkan /diadukan.

¢. Penclaahan masalah yang termuat dalam pengaduan

masvarakat,

d. penetapan status masalah; Laporan telaah masalsh

PCngarsipan; \

e. Penyampaian laporan telagh masalah kepada BAMUS

untuk diselesaikan ditingkat masyarakat melalui

Musyawarah Nagari;
/ﬁ/ 1



f. Bamus melakukan up silang atau melabubkan klarifikcasi
ke lapangan dengan cara mengumpulkan data pendukung
berupa keterarpgan saksi, surat dan bukt-bukiu awal
lainnys untuk memastikan ada indikesi masalsh atau
telah terjadi mesalah;

- g. Jika hasil klarifikasi lapangan menyimpulkan tidak adae

=

(B)

(7}

indikasi atau terjadi masalah maka BAMUS melalui Unit
Pengaduan dan Penanganan Maszalah segera
mensosialisasikan pengaduan dan hasil kdarifikasi kepada
masyarakat dalam sebuah Musvawarah Nagari. Apabila
hesil klarifikasi menyimpullkan telah terjadi masalah,
maka BAMUS melalui Unit Pengaduan  dan
Penanganan Masalah segera melakukan tindak lanjut

h. penetapan status masalah; dan |

. penetapan status penyvelesaian masalah dan penyelesaian
masalah.

Penanganan pengaduan dan  penyelesaian masalab
schagaimana dimaksud pada Awvat (2], berdasarkan
ketentuan schagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di ringkart
pelaksana kegiatan;

¢. menginformasikan kepada rmasyarakat Nagan

perkembangan penvelesaian masalah;

penanganan masalah dilakukan secara berjenjang

penanganan maealah haris proposional yaita sesual

dengan cakupan masalah;

{. penanganan pengaduan masalah ditangani secara
ahjektif dan tidak berpihak dengan melakulmn uji silang
guna mencari kebenaran fakiaal;

g. melibatkan masyarakat Napgar dalam menyelesaikan
masalah; dan

h. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian
masalah.

Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada Avat (1)

dilakukan secara mandiri oleh Nagari berdssarkan kearifan

lokal dan  pangurusutamaan — perdamaian = melalui

1

oo

musyawarah Nagari.

Dalam hel musyawarah Nagari sebageimana dimaksud pada
ayat (4] menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil
kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah
nagari, '
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Paragraf &6
Penyusunan Laporan Pelaksansan Heglatan
Pasal 57

Tim Pelaksana  Kegiatan  menvampaikan  laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari
melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Penyampaion laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
discsuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran
dana kegiatan.

Laporan kepiatan sebagaimana dimaksud pads Ayat (1),
disusun  berdasarkan pertanggungjawaban terhadap

penggunaan dana vang diterima dan tahapan perkembangan
pelaksanaan kegiatan,

Paragraf 7
Pemelibaraan, Pemanfaatan dan Pengamanan
Hasil Kegiatan Pembangunan Nagari
Pasal 58

Pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan  hasil
pembangunan Nagari dilaksanakan dalam rangks
memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan
Nagari sebagai Aset Nagari yang mengacu kepada Peraturan
Perundang-undanpan yang berlakos,

Pengorganisasian pemeliharaan, pemaniaatan dan
pengamanan  aset nagarn hasil kegiatan pembangunan
Nagari schagaimens dimaksud pada Ayat (1) dilakukan
dengan membentuk Tim Pemelihara, Pemanfastan dan
Pengamanan Aset (TP3A) oleh Wali Nagari,

Pembentukan  Tim  Pemelihara, Pemanfastan  dan
Pengamanan Aset [TP3A) dilakukan paling lambat pada saat
musyawarah pertanggungjswaban  hasil pelaksanaan
kegiatan,

Keanggotaan Tim  Pemelihara, Pemanfeatan dan
Pengamanan Aset (TP3A) terdini dari unsur Peranglkat
Nagari, Perangkat Kewilavahan, Lembaga Kemasyarakatan
Nagari dan/atau masyarakat N i,

Tim Pemelihara, Pemanfagtan dan Pengamanan Aset (TP3A)
sebagrimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Wali Nagari.
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BAB V11
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 59

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Nagari melalul Rekening Kas Umum Daerah.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat
11) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten
dan penyvaluran dana hasil pemotongan Dana Dega ke REN,
Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagsimana
dimaksud pada Ayat (2] dilaksanakan berdasarkan Surat
Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Penyvaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud pada Ayat

(1) dilakulean dalam 3 {tiga) tehap, dengan ketentuen :

a. tahap [ paling cepat bulan Januar dan paling lambat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap 11 peling cepat bulan Meret dan paling lambat
Minggu keempat bulan Agustus sebesar sebesar $0%
(empat puluh persen); dan

¢. tahap [l paling cepat bulan Juli sebesar 20% [dua
puluh persen).

Penyvaluren Dana Desa scbagaimena dimaksud pade Ayat

(1) untuk Nagan berstatus Nagari Mandin dilslnikan dalam

2 (dua) tahap, dengan ketentuan @

a, wmhap [ paling cepat bulan Januan dan paling lambat
bulan Jum sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. mhap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat
puluh persen). .

Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada Avat [3)

merupalkan status Nagar hasil pentlaian yvang dilakukan

setiap tehun dan ditetapkan oleh Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam

Indeks Desa.

Pasal 60

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal

5% Ayat (4] dilaksanakan setelah Hepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan ;
a. tahap [ berupa
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari.
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2. Peraturan Nagari tentang APE Nagar, dan
3. Surat kzasa pemindahbukuen Dana Desa.

b. tahap Il berupa
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realizasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap | menunjukkan rata-rata realisasi
periverapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
porsen) dan rata-rata capaisn keluaran
menunjuklan paling sedikit sebesar 35% (tga puluh
lima persen); dan
c. tahap III berupa : .

1. laporan realisasi penyverapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap 1l menunjuklan
rata-rata realisesi penverapan paling sedikit sebesar
90% ([sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menumjukkan paling sedilat sebesar 73%
[tujuh puluh lima persen); den

2. laporan Honvergensi pencegahan Stunting ungkat
nagari tahun anggaran sebelumnya,

(2} Penyaluren Dana Desa sebageimanas dimaksud pada
Pasal 59 ayat (5] dilaksanakan setelah Kepala KPPN
gelaku KPA Dana Desa menerime dokumen persvaratan
penyaluran dar Bupati, dengan ketentuan ;

&. tahap [ berupa :
1. Peraruran Bupati mengenal tata cara pembeagian
dan penetapan rinclan Dans Desa setiap Nagarn,
2. Peraturan Nagan tentang APB Nagari, dan
3. Buret kuasa pemindahbukuan Dana Dess,
b, tahap I berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnva; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap | menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% [lima puluh
persen) dan rata-rata  capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga
puluh lima persen); dan |
3. laporan Konvergensi pencegahan Stunting tingkat
nagir tahun anggaran sebelumnva.
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(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa schagaimana
dimaksud pada eyat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2]
angka 3 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan
pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap [
Fimu.ma kali.

(4) Capaian keluaran scbagaimana dimalsud pada ayat (1)
huruf beangka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat [2) huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan,

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capalan
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
dan huruf c dan ayat [2) huruf b dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
keglatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran dan capaian keluaren.

(6] Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
padas ayat (1) dan myat (2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatasngani oleh Bupati atau Wakil
Bupati atau pejabat yang ditunjulk,

{7} Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) dan ayat (2} disampaikan dalam bentuk
dokumen fisik fhardeopy) dan/atau dokumen elektronik
fsoftcopi).

(8) Dokumen elektronik , (soffcopy) sebagaimana dimakesud
pada ayat |7) diolah melalu aplikasi yang disediakan cleh
Direktorat Jenderal Perbendaharsan.

Pasal 61

(1) Dalam rangks penyampaian dokumen persyaratan
penvaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap | berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari:
dan
b. tahap Il berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tabun anggaran sebelumnya; dan
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2. laporan realisasi penyverapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan  rata-rata capaian | keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 32% (tiga
puluh lma persen); dan

¢. tahap Il berupa;

|. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap Il menunjuklan
rata-rata  realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

() Dalam rangks penyampaian dokumen persyaratan
peryaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
{2), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a.tahap 1 berupa peraturan Nagari mengenai APB
Magari; dan

b.tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dans Dess tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realismsi penyverapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap 1 menunjukkan
ratarata realisasi penyverapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stuntng tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

{3 Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 dan ayat (2) huruf
b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan‘ayat
{2) dilakukan sesuai dengan tabel referens: data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, wuraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capalan keluaran.
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(3)

L6}

{7

1)

(L}

(2]

(3]

(4

Bupati melalkukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1} dan ayat (2] dengan kondisi penyerapan dan
capaian keluaran sc bagaimana dimaksud pada ayat (3}
dan ayat (4],

Berdasarkan hasil verifikas: sebagaimana dimaksud
pacda avat (5), bupet menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran atas MNagar vyang layak salur
kepada-Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa
seliap minggu,

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
avat (4) belum memenuhi keburuhan inpur data, Wali
Nagari menvampaikan perubahan tabel referensi kepada
Bupart untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensl sebagaimana dimaksud pada
ayat [T) mengacu pada peraturan yang ditetaplkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

EAB IX
PELAPORAN
Pasal 62

Wali MNagari berkewajiban menyvampaikan laporan
penetapan pricritas penggunasn Dana Desa kepada
Bupati melalui Camat sebagaimans tercantum dalam
Lampiran [Il yang merupakan bagan tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Untuk mengetahui kemajuan pelaksanasn kegiatan
Padat Karya Tunai di Nagari, Wali Nagari berkewajiban
menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupau
melalui Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV’ yang merupakan bagian tidak terpisahksn dari
Peraturan Bupati ini.
Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
Dana Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan di
Nagari, Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan
secara berkala  kepads Bupati melalui Camat
sehagaimana tércantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. )
Laporan keonvergensi pencegahan: stunting tingkat nagari
tahun anggran sebelumnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisshkan dari Peraturan Bupati iy
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Pasal 63

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 Ayat (1]
huruafl b angka 2 dan huruf ¢ angka | dan Ayat (2) huruf b
angka 2 disusun scsual dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI vang merupakan bagian
tidal terpisahkan darli Peraturan Bupat ind.

BAB X

TIM PEMBINAAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN SERTIFIKASI
Bagian Hesatu
Pimbinaan

Pasal 64

(1} Pemerintah Daeraly, Pemeriritah Nagari dan Masyarakat
melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan sertifikasi
pelaksanaan kKegiatan pembangunan dan pemberdayaan di
Magari.

{2] Pembinaan, pemantauan, evalilasi dar gertifikas:

pelaksanaan kegiatan vang bersumber dari Dana Desa
dilakukan oleh Tim.

(3] Tim pembina, pemantau dan evaluasi pada Tingkat
Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada Tinglat
Nagan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(5] Tim Sebagaimana dimaksud pada Avat (4] terdiri dari satu
orang ketua, satu orang sekretaris dan maksimal tiga orang
angenta vang berasal dan unsur masyarakat Napgari dan
dalam pelaksaneannyd dapat didampingi oleh Pendamping
Profesional.

{6} Hasil Pemantau, evaluasi dan sertifikasi schagaimansa
dimaksud ayat (1) disampaikan kepads Bupati melalui

sigtern pelaporan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 65

Femantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1)
dilakukan terhadap:

&. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa:

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
¢, S1sa Dana Desa pada Rekening Kas Nagari.
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Baglian Ketiga
Evaluasi
Pasal 66

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. Perencanaaan dan pelaksanaan Dana Desa; dan
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

- Pasal 67

(1) Bupati melalui Tim Pemantausn dan Evalussi melalkukan
evaluasi Dana Desa atas SiLPA Dana Desa,

{2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam
pPenstapan priorites  penggunaan Dans Desa melalui
fasilitasi PEIYLISUTIET Perencenaan pembangunan
partisipatif dan program pemberdayasn masvarakat Nagar.

Pasal 68

(1) Dalam hal pemantavan dan evaluas: atas SiLPA Dana Desa

sthagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditcmukan SiLPA
Dana Desa lebih dan 30% (tiga puluh per seratus) .

a, Meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenal SiLPA
Dana Desa tersebut; dan/ atau

b. Meminta aparat pengawas funpgsional daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

(2} Sisa Dana Desa di REN lebih dari 30% {tiga puluh persen,
sebagaimana dimaleeud pada Ayat (1), dihitung dad Dana
Desa yang dilerima Nagari pada tahun anggaran berjalan
ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2] weajib
dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan
peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Dalam hal rancangan APB DNagari tahun angparan
be!l".i]ﬂ]m:;?ﬂ sebagaimana dimaltsud pada Avat (3] telah
ditetaplean, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan
mendahului penetapatan permturan Wali Nagari tentang
perubahen penjabaran APB Nagari dan memberitahukan
kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya ditarmpung dalam
peraturan Nagari tentang perubahan APB Magari atau
dmnntumka_n dalam Laporan Realisasi Anggaran hagi
pemerintah Nagari vang tdak melakukan Perubahan APH

Nagari,
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(1)

(2)

Bagian Heempat

Sertifikasi
Pasal 69

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pasal 64 dilakukan

terhadap:

a, Pelaksanaan Kegiatan infrastrulotur; dan

b. Tata cara pelaksanaan sertifikasi merujuk kepada
ketenpuan Pasal 52.

BAB XI
BANKSEI
Pasal 70

Dalam hal Nagan tdak menyvampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf b
angka 2 dan humifl ¢ angka 1 dan Ayat (2} huruf b angka 2
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di REUN

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) tidek dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya

BAB XTI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ind mulai berlaku :

-

Semua ketentian mengenai program dan kegiatan bidang
Pembanpgunan MNagari dan pemberdayaan masyarakat
Nagari vang bersumber dan Dana Desa berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini,

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan
Dana Desa beérpedoman pada ketentuasn peratiran
perundang-undengan yang mengatur tentang pengelolaan
keuanpan desa/pengelolaan keuangan nagari,

BAB XINI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini' mulai berlaku, maka
Persturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Berita Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
Nomor 3}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 73
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundanghkan

Agar setiap orang mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannysa
dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
> pada tanggal 26 Januar 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd
BAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
Pade tanggal 26 Januard 2022

EEERETARIS DAERAH
HKABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

EERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULTH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 5
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : B TAHUN 2022
TANGGAL : 26 JANUARI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA NEGARA

5
-

DAN

I. BESARAN HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN, TIM PEMANTAUAN
DAN EVALUAB] SERTA BIAYA OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA

DESA.

A. BEEARAN HONOR TIM PELARSANA KEGIATAN.

BEBARAN HONOR TPK PERKEGIATAN

to. URAIAN BESARAN DANA : e
) , Ketus Sekroturia g IE iy
l 1, || 100000, 000 550.000 500000 ) 450,000
e FiD0000.000 o/ d 1800000000 707 S D BE0.DDD: | TS00t00oT + BB
| & * L0000 00 /o G060, D0 0D rE0,.000 OO, D00 GE0.000
| 4. FR00000 00 5/ d 2E0. 00000 - 850,000 | - RO DO | TEO.00D
5. | »250.000.000 3/d 300.000.000 950,000 900.000 B850.000
| & | 5300i000.000 11.080i000 | L000000:| 9501000

B. BESARAN HONOR TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

TINGEAT NAGARI.
BEESBARAN HONOR (Rp.|
No. URAIAN BESARAN DANA
ke | Be Mg:nu {Mm
Honor Tim P
emantanan dan B00.000 TEO.000 TOO0.000

i Evaluasi dibayarkan satu kali
" | ontak seluruh paket kegiaten
yvang didanai dari Dana Desa.

C. BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA DESA.

Het : Pagu Dans untuk Hegiatan Pambangunss

No. FAGL DANA KECIATAN BIAYA OFERARIONAL
I
1. | 100,000,000
4 Muisimal 6%
@. | >100.000,000 s/d 150.000,000 ‘Mikpinial $4 |
E' *150.000.000 s/d 200.000.000 Maksimal 5%
« | *200.000.000 s/ d 280,000,000 = - Wkl 45 '
- 18 *250.000,000 s/d 300.000,.000
&. | >300.000.000 : s A w “-* .l
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0. FORMAT LAPORAN xmm PENCEGAHAN STANTING KABUPATEN.
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VII. CONTOH FORMAT PAPAN HEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI
DAN PRASASTI KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI.

. A. CONTOH FORMAT PAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI
PEMERINTAH EABUPATEN LIMA PULUH KOTA

EECAMATAN ....oisisssssssssnsnas
HAMI I EETEEERETEREEEEEEE LR
PO AR S RPN .

HAMA KEGIATAN ¢t [ditst sesuaql nama kegiatan)
VOLUME - [diisi wohumay unit/ paket)
| JUMLAH DANA - : Eo
SUMBER D.HNPL . _APB NAG. TA_ 2022(ADD/DDS|
"SWADAYA MASYARAKAT Ep.
_ JENIS PEKERJAAN . SWAKELOLA =
| PELAKSANA :  fditsi nama TPR...}
WAKTU PELAKSANAAN 1 (diisi tgl, bin, th mular 5/d)
| LOKASI 1 (diizi tempat lokast, Jorong ..}

{Ukuran : Lebar = 100 cm K.th_,ran.g- 120 am)
B. CONTOH FORMAT PRASASTI KHEG.PEMBANGUNAN NAGARI

MNAMA KEGIATAN : [(diisi sesual nama kegiatan)

VOLUME i 1 (ditsi volume/unit/ paket)
JUMEAH DANA : Rp.
EUMBER UM”J& — i APE NAG, TA, 2022 [ADD/DDS]
| JENIS PEKERJAAN ! SWARELOLA
PELAKSANA : fditsi noama TPE...}
Idiregmukan oleh, noma, fando
fengan, gl & tempat] *

(e lebar = 40 con X Panpang = 60 com’ b .Lebar = 30 cm X Panpang = 40 cm)
Ditetaplkan di Sarilamalk

Pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH EOTA,

.f i ttd
d;'ﬂ% | dengan =etiaya
/ HEF:a R A AT SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO
]

EEI'E T FLLL HOTA

hﬂ-ll':!.‘iiﬁﬂﬂ R410%303 | H0E



LAMPIRAN \

FORMAT PANDUAN DAN PEDOMAN

INDIKATOR KELAYAKAN USAHA

BADAN USAHA MILIK NAGARI

\ (BUMNAG) /

SARILAMAK
TAHUN 2022




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LOGO KECAMATAN .....covreiiiinnns
BUMNaZ *|  BADAN USAHA MILIK NAGARI“.......oocoovrvinrinrin”
NERBRATRE <o o i
MOERGT, 3 i e RO SO P S S ey 1 s
Lampiran: 1 (Satu |berkas Hepada¥th ;
Perthal : PermohonanPencairan Wali Nagari ........
- Penyertaan Modal BUMNag Kecamatan ..................
Tahun Anggaran ..... Di -
Tempat
DenpanHormat,

Dalam rengia pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB

Megari) ....coccoicennns welohun Anggaran 20.... ,bersama ini kami
mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Penyertaan Modal untuk
kegiatan Unit Usaha BUM Nag ...........coceeeenees Dengan jumlsah total
alokasi penyertaan Modal sebesar Rp.............. AT S i

lampirkan dokumen sebagai berikut ini

1.8urat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal
2.PAKTA Integritas atau Surat Pernyataan

3.Rencana Anggaran Blaya (RAB) dan Proyeksi Cash Flow serta
Laba Rugi.

“.Foto Copy Rekening atas nama BUMNag.

S.Menyerahkan Foto Copy KTP Direlctur dan Bendahara.

6.Dokumen Berita Acara, Tanda Terima dan dokumen pendukung
segual ketentuan,

Demikian Permohonan ini disampaikan untuk ditindaldanjuti sesuai
demnk;h:tinm yang berlaku dan atas perhatiannya diucapkan



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama R R TR AT T s
Jabatan : Direktur BUMNEE “......coooiiiriiinisrnnn ™
Alamat ...

Berdasarkan Peraturan Nagari ...........ccoienee. NOMOT vove

Keputusan Weli. Negard .o |2 AR R,
Tahun....ccieieiiiinn.. berwenang untuk dan atas nama Badan
Usaha Mililk Neagari (BUMNag) “......coocooceiiiieneersrnn * sebagad

Direlctur yang bertanggungjawab  melalukan pengelolaan

Penyertaan Modal Nageri untuk pengembangan usaha-usaha
BUMNag.

Dengan inl menyatalkan bahwa:

Modal Nagari untuk pengembangsn usaha-usaha BUMNag
dengan jujur, adil dan taat berdasarkan ketentuan peraturan-
perundang-undangan yang berlalku;

2] Tidak akan melakukan penyalahgunaan Modal BUMMNag;

3] Alkan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang
apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme
(KKN) dalam proses pengelolzaan dan pengeunaan mods]
BUMNag;

4] Apebila melanggar hal-hal vang dinyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administratif
dan sanksi sccara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

El:;um ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
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NASKAH PERJANJIAN
NOMOR ¢ covviviiveiicresimrnsnssenses

E{mpaknmn‘l"mjmjian Penggunaan Modal Nagari ..........ccoeopennn.
untuk Badan Usaha Milik Nagari dengan nama®.....................",

Naskah Perjanjian ini ditanda tangani pada hari ini, ...
TAnERAl i 51 PR Tahun .......eceernmee oleh

L TP o s b S cs " tempat tanggal lahir
i wiaerrsissinnrnns, (Comtoh) Dug Belas Desember Tahun Seribu Sembilan
Ratus Enam Puluh Dua (12-12-1962), Warga Negara Indonesia,
Pelerjaoan Wali Nagari R bertempat tinggal
e e R — . Nagari Py T P PRt
Kecamatan ............ b » Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi

Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pihek Pertama,

IL (Namaj........oovoeeiiniimmnrrnrenns sryra sy » tcmpat tanggal lahir
SR wereenayy (CONtoh) Lima Bulan. Juni Tahun Seribu
Sembilan Ratus Tujuh Pulih Ssmbilan (05-06-1 979), Warga Negara
Indonesin, Pekerjasn: Direktur BUMNag, bertempat tinggal
- - TR SRR SSEE R N i

: T o
Kecamatan ........ccineeiinnns, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
Sumatera  Barat, Pemegang Kartu Tands Pendudule
MO0 T aahiiani U S ; dikeluarkan oleh Kantor
Kecamatan ........ T Kabupaten Lima Puluh Kota,
Frovins{ Sumaters Berat Selanjutnya disebut sebagai Pibhak Kedyus

Dengan ini menerangkan bahwa

Hh_ﬂki'ﬂﬂlﬂ:dﬁhmhﬂli.nihﬂ:ﬁndﬂkﬂﬂh&danatasnama

Pemerintah Nagari ...........c.oociceeeiinann. «eny ECAMAtAN

........................

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsl Sumatera Barat,
Pibak Kedus adalah . Direktur Badan Usaha Milik

gaﬂri ............... reenesseny dengan SK Wall Nagard ... —
O vty 20....., menyatakan sah dan
perjanjian ini, -

Kedua belah pihak (selanjutnya disebut Para Pilhak) sepakat dal
Penyertaan Modal BUMNag s

Derrhnt i yang dialokasilkan untulk
pendanaan usaha BUMNag, dalam Naskah Perjanjien ini adalah
SRR o e e » selanjutnya Para Pihal Sepakat untuk

Perjanjian menurgt ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat yang diatur dalam idausul/ pagal-pasal sebagai berilout

36
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Pasal 1

(1) Nasksh Perjanjian ini adalah Penvertaan Modal pada Badan
Useha Milik Nagari “................" dengan sharing profit
system (sistem bagi hasil), dimana Pihak Kedua mengelola usaha

dengan Penyertaan Modal milik Pihak Pertama di bidang
USEIR bovie ansnvinniee wni

{2) Usaha ini sepenuhnya adalah tanggung jawab pengelolaan pada
Pihak Kedua. Peran Pihak Pertama dalam hal ini sebatas
Fenyertaan Modal, Pihak Pertame memberikan hak dan
tanggungiawab sepenuhnys kepada Pihak Kedua dalam
mengelola Modal Usaha dan Pihak Pertama berhak meminta

pertanggungiawaban pengelolaan Modal Usaha oleh Pihak Kedua
pada sast dibutuhkan,

Pasal 2

(1) Pihak Pertama menyerahkan Penyertaan Modal BUMNag untulk
usaha kepada Pihak Kedua berupa Dana schagai
investasi/Penyertsan Modal Pemerintah Nagari sebesar
BRI s b B o [ T R e S )

{2} Pihak Pertama menygrahktean Dana tersebut secara tunail/

transfer rekening dan Pihak Kedus menerima uang sejumlgh
tersebuat.

{3} Penyerahan Dana Penyertaan Modal BUMNag dari Pihak Pertama
Kepada Pihak Kedua dilakukan secars bertahap sebanyak 2
tahap, tahap | sebesar 60% dan tahap 1l sebesar 409,
(ayat ini disesuaikan kebutuhan)

(4} Penyerahan tahap | dicairkan apabila Direktur BUMNag telah
mengajukan RAB usaha BUMNag kepada Pihak Pertama, dan
tahap I dicairkan bila dana tahap | sudah digunakan oleh Pihak
Kedua minimal 75%. fayat ini disesuaikan kebutuhan)

(5) Penyerahan dana Penyertaan Modal BUMNag dari Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua disertai dengan Berita Acara Penyerahan

DanuBukﬂdankwitanuimgditanﬂniagainluhPﬂmEﬂmk,
Pasal 3

Pﬂﬂﬂnﬁminihuﬂﬂlmsejakﬁmertsmhiud&l' i diserahkan ke
Fihak Kedus untulk ol boce

A IR L e ates kesepakatan
Pihak. Perjanjian ini dapat G

_ menyesuaikan  waktunys dan/atay
ditambnhhgn nilai vang pokok investasi untulk uﬂhi ci mall;ﬂud
yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Baru.

7
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Pazal 4

Pihak Kedua sepakat memberikan Profit (keuntungan) kepada Pihak
Pertama sebagei sumber Pendapatan Asli Nagari sebesar ....., %
LicaisR e perseratus) cdari laba pengelolaan ussha selama satu

periode tahun anggaren, sebagaimana telah diatur dalam Anggaran
Dasar BUMNag ........... CRT

Pasal 8§

(1) Prefit sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan dibayarkan oleh
Pihak Kedua setiap bulan Januari tahun berikutnya, setelah
laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada Pihak
Pertama selama satu periode tahun anggaran.

(2} Profit sebagesimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan melalui
Hepala Urusan Keuangan (Kaur) Keuangan Nagari, vaitu
Bdr. ...cciciiiennrs, tempat tanggal Iahir 8 ..o cicesy vnnieveiesiens fosam
cemianne)y  Warga  Negara Indonesis, bertempat tinggal
1 : PN W o NPT o KECHIDBERTYL . vviiviinnnnasoinrs) ;
Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagal utusan

yang flut bertanggungjawab dalam pengelolan keuangan
pemerintahan Nagari.

|3) Posisi Kaur Keuangan Nagari adalah sebegai utusan yang
melekat dengan fungsi jabatan yang bersangkutan dalam
pemerintahan Nagari, dan bila terjadi perubahan posisi pribadi
utusan, maeka akan melekat pada pribadi baru vang menjabat
Kaur Keuangan Nagari.

Pasal 6

(1} Apabila Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajiban
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) selama 3
{dga) tahun berturut-turut, maka Pihak Pertama berhak untuk
mﬁhmﬁtmgmﬂﬂhﬂﬁhﬂmmgm
menjadi sumber Pendapatan Asli N i

[ﬂ]ﬁpﬂh_illﬂhaklhdmumgnidmsan4[umpnﬂ tahun aejak
ditagih oleh thkmm&dukfhﬂummmmmb:ﬁﬂm
Pruﬂt}rnngdimnkxudmnkaﬂhakﬁndulnka.ndlkmmaamm
ﬁﬂmmﬂhmpnmttﬂm&mm.

Pasal 7
(1) Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan
kepada Pihak Pertame dalam satu periode



(2) Penyershan profit sedap bulan Januari hanva batas toleransi
keterlambatan sampai tiga bulan sejak bulan Januari, dan Pihak
Kedua akan mendapat surat teguran bila sudah melewsati batas
waktu toleransi.

{3) Surat teguran sampai dua kali, yaitu surat teguran pertama dan
ke dua. Apabila sudah sampai teguran ke dua, dan Pihak Kedua
tdak memberikan konfirmasi atau umpan balik maka akan
diberikan Surat Peringatan. .

[4) Surat Peringatan sampai dua kali, yaitu surat peringatan
pertama dan kedua. Apabila Pihak Kedua tidak memberikan
konfirmasi atsu umpan balik meka akan diberikan surat

(5) Tindakan akhir dari surat peringatan adalah rapat/musyawarah
pencgasan komitmen yang di hadid oleh pihak- pihak yang
terkait dalam pengelolasn BUM Nagari, antara lsin Badan
Musyawarah Nagari, Pengawas, Tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 8

(1) Apabila ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 telash dilaksanalan maka
sejak tangpal yang ditentukan tersebut, maks Pihak Pertama
berhak dan berwenang untuk melaloukan evahiasi terhadap

kinerja pengelola BUMNag,

(2] Apabila terjadi keadsan force mafeur, maka penyelesaian
masalah diatur sesuai dengan kesepakatan secara kekeluargnan,
jika cara ini tidak menemukan jalan penyelesalannva maka
Belanj_;.l.rju-xm}r;uﬂmn merujuk pada peraturan perundang-undangan
Fmg [ ] i

Pasal 9

Selama masa Perjanjian, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidale
dapat merubash atau membatalkan atay memutus naskah

petjanjianini secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bers
diatur dalam addendum perjanjian. = i

Pasal 10



(2) Apabila Pihak Pertama sebagai investor dalam masa perja.n]mn

i masa jabatan wali nagari yang telah berakhir atau

meninggal dunia, maka segala urusan vang mengikat dalam

perjanjlan  ini secara ' otomatis melekat pada  pejabat
pemerintahan Nagari yang sah/ yang ditunjuk.

Pasal 11

EBahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur delam
Perjenjian ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak secara
Musyawarah serta dengan berpedoman pada kstentuan-kestentuan
dari perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita acara
serta Anggaren Dasar dan Anggarsn Rumah Tangga Badan Usaha
Milik Nagari, yang merupakan satu kesatuan atau bagian vang tidak
terpisahkan dari Naskah Perjanjian ini.

Pagal 12

Bahwa segala sesuatu yang bertalian dengan Perjanjian ini dengan
ugaluaﬁbnﬂwa,mﬂmFmHhak&cpakutm&nﬂlﬂikmtm
Pemerintahan Negari dan bila terjadi pelanggaran hultum maks
diselesailean sesuai peratyran perundangan yang berlaloy di Kantor

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjuang Pat Kabupaten Lima
Puluh Kota,

Demikian Perjanjien ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan
tanggal seperti tersebut pada bagian awsal Perjanjian ini. Segera,
a:tnthmjmjianhﬂdihuat,PamPihak,umﬁndanperwalﬁhn
PihakF:rmma,hlummndamnganiijmajinnirﬁdﬂhmkdean
schat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur pakeasn dari
pihakmanapun.

PIHAK KEDUA FIHAK PERTAMA
Direlctur . WalNGgRrT.....ooiiiei i

|“|lili'filFIlIrlIl.Iq.-...--|'l.|||-|..

Mengetahui
Ketua BAMUS Nagari

..................

+-|-lll|-|-||-|-llp-|ll-----|p|-||“

/i}"w



BADAN USAHA MILIK NAGARI " ........ "
RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Bidang Usaha :
1 2 3 4 5 &
1.1 [BIAYA TETAP, ABI =

TOTAL BIAYA INVESTAR! .
1.2 |MODAL KERJA

[TOTAL BIAYA MODAL XERJA

TOTAL -

Direktur BUM Nag .....
H‘m llllll ATEFt i ERrra e

lllll b R L L LT T R

6l
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CONTOH
Proposal Rencana Usaha

i
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EREREFAEEIPREER AR R

Disusun oleh:
PENGURUS BUM Nagari



- KOP BUM Nagari

Kepada Yth.

Walinagari ...................
Di=

Asslamu ‘alaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat
limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga proposal ini bisa
terselesaikan dengan baik, proposal vang kami susun ini
merupakan program pendirian/pengembangan usahs BUM Nagari
sebagai salah satu sarana dan upaya dalam rangka meningkatkan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan usaha serta
pendapatan BUM Nagari.

Dengan telah tersusunnya proposal Unit Usaha .......ocoveveeeennn.,
ini yang merupakan salah satu Unit Usaha BUM Nagari, besar
harapan kami kiranya Bapak dapat membantu dan memberikan
kepercayaan kepada kami berupa penyertaan modal vang kami
perlukan sebesar Rp

................................ ersasapnsponsssapANGECE I



I1I.

PES4 St bm e R A R B

DAFTAR 18I

Rmﬂmﬂgm|-lllu|-|-p-||.||.-.n-....----- S T I I I

LATAR BRLAKANG .....c.eeemeneevennises
2.1, DATABUMNAGARI .......coovvemvirnnns
2.2. BIODATA FIMPINAN ..........
2.3. STRUKTUR ORGANISAST............

2.8, SUSUNANPEMILIK ..ot

ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN ..

3.1. PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN ............
3.3. TARGET PENJUALAN ....................

3.4. STRATEGI PEMASARAN ...

ANLISIS TEKHNIS DAN TEKHNOLOGH ...
4.1. PERENCANAAN PRODUX ...
4.2. KUALITAS PRODUK .....co0000
4.3. PERSEDIAAN BAHAN RH.KU

4.4. TERNOLOGI rsummn HANE&PASITAS

PRODUKSI ..,
4.5. LOKASI UE‘-AH&

Ammmmmsnu
5.1. PEREHMKEGMTANM —

R R

P RIS ey R R ES

SEES raEn nw

L L LR

5.3. PEMIE&HMNEEEMTAN EJR{E-!.

5.5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ..

ASPEK KEUANGAN ...

6.1. KEBUTUHAN MHMRE:HG&H& I:Esmmm D.m
6.2. PERKIRAAN ARUS KAS ... O it
6.3, FMAMM RUGT |

e L L L e LR T T R

EFEFEFETErETETENE S E b R Bl

BEAEREA P R PO E B ER e

LR R AR R L e R N e

FETrrEnAT NSRS SR A e R s

LELE 1) FEENEL SRS FE PR TR NS S S Y B

L T

67






2.  LATAR BELAKANG BUM Nagari .................
2.1 DATA BUM Nagarl ..........ccocorerenesnnnss

1. Nama BUM Nagari

2, Bidang Usaha

3. Jenis Produk / Jasa

4, Alamat BUM Nagari

5. Nomor Telepon/Fax

6. Alamat E-mail

7. Bentuk Badan Huloum

8., Nomor Alcte Pendirian

9. NPWP

10. Mulai Berdini

2.2 BIODATA PIMPINAN

1. Nama

2. Jabatan

3. Tempat dan Tanggal
Lahir

Alamat Bumah

Nomor Telepon

Nomor Fax

Alamat E-mail

L L © -

Pendidikan Terakhir

9. Pﬂagﬂlﬂmm K-I:l'j&

e



BADAN USAHA MILIK NAGARI®......... .

LR A LE LR R R

2.3 STRUKTUR ORGANISASI

No NAMA Jumish kmnmm %

TOTAL




BADAN USAHA MILIK NAGART"..... et

KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG AKAN DILAKUKAN -

) 14
O PERSONAL SELLING
Jelaskan pemasaran / penjualan yang akan dilalaukan secara individuy, .,




O ADVERTISING [ IKELAN

Jelaskan pemasaran / penjualan yang akan dilakukan melatui promosi /
iklan flaleu ada),

3.2 TARGET PENJUALAN

ESTIMAST PENCAPAIAN :

Buatkan perhitungan biaya kasar, dan estimasi keuntungan yang dicapai ....

3.4 STRATEGI PEMASARAN N
ﬂmﬂﬁyﬂ@@ndﬂmmmmﬂmﬂpﬂuhfjmﬂ....

0O PENGEMEBANGAN WILAYAH PEMABARAN :
Jelaskan rencang pengembangan ruang lingkup wilayah
pemasaran

...............................................




KEGIATAN PROMOBI

ol

saling menguntungkan.

O BTRATEGI PENETAPAN HARGA

Ceritakan bafuwa BUM Nagari tidak sepenuhnya mencari keuntungan

yang besar, sehingga penstapan harga bisa disepakati bersama .dan1

.5 ANALISIS PESAING

PESAING

mﬂ-ﬁw

KELEMAHAN

3.6 SALURAN DISTRIBUSI

2. Jalur Distribusi

3. Alamat Kantor /
Counter Penampungan
(Milik BUM NAGARI
]

L]
""""""""""""""" LTI

O Lokal...... [000] %
O Regional.......[000] %
O Nasional.......... [000] %
O EKspor..............[000] %
O Individu O Distributor '
O Industri O Retailer ’
O Pemerintah O Eksportir
O Lain - Lain
NAGARI ...,




WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN

1, Wilayah Pemasaran O Lokal........... [000] %
O Regional.........[000] %
a O Nasional........[000] %
0 Ekspor............ f000] %
2. Jahar Distribusi 0 Individu O Distributor
O Industri O Retailer
O Pemerintah O Eksportir
| 0 Lain - Lain
3. Rencana Lokasi
Showroom / Counter NAGARI .....oceuviins
Penjualan

4. ANALISA TEKNIS DAN TEKHNOLOGI

4.1 Perencanaan produk

4.2 kualitas produk




5. ASPEK MANAJEMEN DAN 8DM
9.1 Perencanaan Kegiatan usaha

5.2 Pengorganisasian

5.3 Pelaksanaan ke_ﬂtnm Usaha

5.4 Pengendalian




5.5 Sumberdaya manusia

6. ASPEK KEUANGAN

6.1 KEBUTUHAN DANA/RENCANA KEBUTUHAN DANA

6.2 PERKIRAAN ARUS KAS

6.3 PERKIRAAN LABA RUGI

7- PE;iI-_UTUP

usaha
mmﬂn """"""" drmrETEIA RS E Fimbdenasia s Fidbamrinidccarrnprarnnaassasss ﬂ].&l-ﬂ.]ui .Lmit
L1 e A Semoga proposal ini menjadi bahan

pertimbangan auhingga dap&t disetujui sesuai ketentuan yang berlalou,

Pengurus BUM Nagari “......ocooeen, y
IBEREL i i
l'-l ------------ T T T T T T i
! Ketua

!




A. KELENGKAPAN USAHA |




B. PETA LOKASI

(L]



FORMULIR w KELAYAKAN USAHA

JENIE USAHA
NAMA BUMNag
NAMA NAGARI

STATUS USAHA :0 BARU O SUDAH BERJALAN

I.

ASPEX PABAR DAN PEMASARAN

RO

UNSUR YANG DINILAT

BEOR. *|
2|34

1

Masyaraleat/ komsumen sangat membutuhlan
din menginginkan produk yeng akan dihasillean
dan alan terue membutubkan delam jangka
wakiu yang lama

Konsumen mempunyai kemampuan membell
([daya beli) dan bersedia bel
o beli) memn produk vang

Jumlah konsumen banvak

Permintaan konsumen terhadap produk yang
ditewarkan cenderung skan menin di
lcemudian hari i

Prnduk{buuﬁnbmgmniam] sesual dengan

Harga yang ditawarkan dapat diterima oleh
konsumen

T

Barang dan/etayl jasa yang ditawarkan mucah
tkan oleh konsumen

8

Ll=

|| tentang barang) jesa yang
| Total Score

| MNilai (total Skeor dibagi jumlah unsur)
L Eesimpulan

Nilai < 3 (Tidak Layak)
i Sloor

Konsumen mudsh mendapatian imdormas,
ditawarkan

Total

Kesim

Nila > 3
Nilai = 3 (Meraguken)

Tidak Setuju 2~Tidak Setuju 3=Netral 4=Setuiu S=8 Setuju




BHOR._*)
KO UNSUR YANG DINILAI -‘AERESE
1 | Produk yang dihasilkan merupakan produk yang
sesuai dengan kebumhan dan keinginan
kongumen 5
2 |Produk (barang dan jasa) vang dihasilican
3 | Memilili teknologi yang tepat sehingga dapat
dioperasikan wuntuk menghasilkan produk
[barang atan jasa).
4 | Kapasitas produksi dari usaha BUM Decsa dapat
disesuaikan agar mampu memenuhi keburuhan
konsumen
5 | Pemilihan lokasi usaha BUM Desa sudah tepat
& | Tata letak fasilitas usaha BUM Desa sudah tepat
7 | Rencana produksi dari usaha BUM Desa dapat
dikelola dengan baik
& | Persedinan bahan baku dafi usaha BUM Desa
dapat diperhitungkan dan dapat dikendalikan
dengan baik
Total Score
Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)
Kemfgela
Nilai > 3 (Layal) Layak
Nilai = 3 (Meragukan) Maragnkan
___Hﬂai'ﬂﬁmm'ikl&?lﬂ Tidak Layak
Kriteria Skor

1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral . 4=Setuju 3=Sangat Setuju




IOI. ASPER MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUBIA

NO TNREUR YANG DINILAI 4
1 2| 8 & 5
1 |Pengembangath wusaha BUM Desa dapat
direncanaksn dengan baik
2 |Usaha vang akan dikelola cleh BUM Desa
memitili asas dan stukiur organisasi yeng
efelctifl dan efigien
3 | Usaha yang ekan dikclola olch BUM Desa akan
dipimpin oleh pemimpin yang memilild jiwa .
kepemimpinan dan staf/karyawan vang memilila
dedilrasi (kesetinan) kepada organisasi
4 | Fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan
terhadap usaha yang akan dikelcla oleh BUM
Desa berjalan dengan baik
| § | Pemilihan lokasi usaha UM Desa sudah tepat
6 |Seluruh personil pengelols BUM 2 Desa
(Pengurus, Badan Pengawes, Sekei-seksi, dan
staf] dapat bekerjasama den kompak dalam
belcerja
Total Score
Nilai {total Skor dibagi jumlah wnsur)
Kesimpulan
Nilal = 3 (Layak) Layak
Nilai = 3 (Meragulan) Meragukan
Nilai'< 3 (Tidak Layak) Tidak Layak
Kriteria Skor

1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Sotuju 3=Netral 4=Setuju 5=Sangat Setuju




Iv.

AEPEK HEUANGAN

RO

UNSUR YANG DINILAI

Jumlah dana yang dibutubkan untuk investasi
awal den modal kerje dalam usaha ini dapat
dihitung dengan mudah =

Jumilah dans yvang dibutuhkan untuk inves
awal dan modal kerja dalem usaha ini fidek
terlalu besar

Sumber dana untult menjalankan usaha telsh
tersedia dan dapat diperoleh

Usaha mi dipsrikdrakan akan menghasikan
keuntungan yvang memadsi kearena penerimann
lebih bessr daripada pengeluaran

Usaha inl mempunvai culmp uang untulk
membayar tagihen atan membiayvai kegiatan
usaha, karena uang yang diperoleh lebih banyak
dibandingkan dengan vang yang dikehiarkan.

Modal vang dikeluarkan untulk usaha ini akan
kembali dalam waktu yang sudah ditentulean
(balik modal)

Total Beore

Nilal (total Skor dibagi jumlah unsur)

Kesimpulan

Nilai > 3 {Layak)
Nilai = 3 (Meragulean)
Nilai < 3 (Tidak Layal)

Kriteria Skor

Layak
Meragukan
Tidak Layak

1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Sstuju 5=Sangat Setuju




¥.

AEPEE SOSIAL BUDAYA, EEONOMI, POLITIE DAN LINGEUNGAN USAHA
DAN LINGEUNGAN HIDUP

NO

UNEUR TANG DINILAI

SKOR. *) '

253 4 | B

Aspek Bosial, Budays, Ekonomi, dan Polltik:

Banyak werga desa yang akan menerima
menfaat dar kegiatan usaha ind

Ueaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial
dan politile

Kegistan usaha ini mendapat dulingan dani
Pemerinteh Desa (kepala desa) dan/atau
Pemerintah Kabupaten [(Bupati)

Usaha ini tidak memiliki dampok negatl bagi
kehidupan sosial budaya masyarakat

Kemungkinan kegiatan ussha ini akan diambil
alih olech psmerintah supra desa {pemerintah di
atas desa) sangat kecil.

Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah,
atau adanya kegiatan usaha ini dapat melerai
konflik masyaralat

Kelayakan Tsaha darl Aspek Lingkungan Usahs

1Y

ﬁmmmﬁlﬂlhm,}rmgmﬂukh

desa dan mengancam keberlangsungan usaha
BUM Desa ni?

10

Keloiatan tawar-menawar dari pembel rendah

11

(suppliers] rendah.




modal, pelalu usaha lain, dll) di masyarakat

12 | Pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik l
terhadap usaha ini rendah

€ | Helayaian Usaba darl Aspek Lingkungan Hidup :

13 |Useha ysng ukan dijalankan tidak merusak '
lingkungan hidup

14 | Limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan
baik

15 |Usaha ini ekan meningkatican lmualitas
lingirangan hidup

Total Score

Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)

Kesimpulan

Nilai > 3 (Layak) Layak
Milai = 3 (Meragukan) Meragulkan
Nilai < 3 (Tidak Layak) _ Tidak Layak

Kriteria Skor
1=Sangat Tidak Setuju 2=Tidek Setuju 3=Netral 4=Setuju S=Sangat Setuju




vi. ASPEE HUEUM (YURIDIE)

UNSUR YANG DINILAI

1

‘Rencana usaha yang akan dijelanken oleh BUM

Pengurus dan Pengelola usaha berasal dari
dalam desa

Bentuk badan hukum dard keglatan usaha
mudah diurus

Mudsh mendapatkan perijinan atas jenis usaha
yvang akan dijelankan karena Hidak bertentangan
dengan peraturan yang ada?

Tanah yeng digunaken schagai tempat usaha
merupakan tanah milik desa

Status lehan untuk lokas! usaha bebas dari
sengleta

Lokasi wusaha sesuai dengan renceana tata

ruang, wilayah

Total Score

Nilai (total Skor dibagi jumlah unsur)

HKesimpulan

——

Nilai = 3 (Layak)

Nilad = 3 (Meragalian)
Nilai < 3 (Tidak Layak)
| Eriteria Skor

Layak

Meragukan
Tidak Layak

_l-ﬂmgélt‘t'id:.‘ir. Setuju 2=Tidak Setuju I=Netral 4=Setuju S=Sangat Setuju




VI. KESIMPULAN AXHTR

raag | TOPAR |
Mo ABPEE veor | TEOR | exoRr
o MIN | MAX

1 Pasar & Pemasaren

2 | Teknis & Teknologi

[ 3 | Manajemen & SDM

4 | Keuangan

5 Aspelr Sozial Budaya Ekonomi Politik &
Imgkungan

6 | Hukum [Yuridis)

| Jumlsh Aspek Yeng Layak (AL}

Jumlah Aspek yang dindlai (A]

" Tingkat Kelayakan (TK) = AL : A x 100 % %
Kesimpulan
TK > 80% (Layak) Layak
TE 60% - 80% (Meragulkan] Meragulan
TE < 60% [Tidak Liyek) - Tidak Layak

Kriteria SBkor '

I=Sangat Tidek Setuju 2=Tidak Setuju 3=Netral 4=Sstuju S=Sangat Setuju

B Mengetahui, Dibuat Oleh,
Penasshat BUMNag.......... Tim Penyusun Kelayalkan Usaha

T e T TR T T TR TR TRURTT T T LT a Ty

Wali Nagari ........cco.......




